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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
  
 
1. Antara Integrasi dan Disintegrasi Bangsa (Nasional) 
Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga 
menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa inggris 
"integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. integrasi sosial 
dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling 
berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola 
kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Integrasi nasional 
merujuk kepada seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan 
bangsa, meliputi sosial, budaya ekonomi, maka pada intinya integrasi 
nasional lebih menekankan persatuan persepsi dan prilaku diantara 
kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian Integrasi nasional 
dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat 
menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-
masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. 
Sedangkan disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya 
persatuan suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Secara umum 
pernyebab disintegrasi bangsa adalah karena rasa tidak puas dan rasa 
ketidakadilan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan 
pemborantakan atau separatisme. Walaupun begitu, banyak faktor lain yang 
menyebabkan disintegrasi suatu bangsa seperti timbulnya perpecahan antar 
suku dan agama, konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan, perang saudara, 
dan lain-lain. 
Berbicara tentang integrasi dan disintegrasi bangsa, maka tidak dapat 
dipisahkan dari komponen- komponen yang melakukan relasi di dalamnya, 
pemerintahan dan rakyat. Kedaulatan yang seyogyanya berada di tangan 
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rakyat, dan dimandatkan kepada pemerintah, sebagai pihak yang dipercaya 
untuk mengemban amanah rakyat. Fungsi- fungsi ini akan berjalan sinergis 
ketika kedua komponen ini bisa berjalan seiringan. Apa yang menjadi aspirasi 
rakyat dan mempunyai efek manfaat bagi bangsa dan negara, maka 
pemerintah berusaha untuk menampung dan merealisasikannya. Akan 
menjadi sebuah permasalahan, ketika ternyata pemerintah hanya memandang 
rakyat sebagai objek, yang hanya dikenai kebijakan top-down dan hanya satu 
arah, sedangkan rakyat sebagai bagian integral dari suatu bangsa, tidak 
banyak dilibatkan dalam pengelolaan negara. 
Jean Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social ou 
Principes du droit politique, melihat bahwa hubungan individu dan negara 
harus didasarkan pada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Adanya 
volunte generale (kehendak umum) yang merupakan cikal bakal masyarakat 
sipil. Integrasi dimulai dari kontrak sosial dan kesepakatan bersama, 
sedangkan disintegrasi dapat terjadi ketika kontrak sosial dan kesepakatan 
bersama mulai dilanggar. Kontrak sosial bersifat terbuka dan relatif, hal ini 
akan kehilangan legitimasi, ketika sadar atau tidak, rela atau terpaksa, 
kesepakatan bersama sudah tidak ada lagi. 
Integrasi dan disintegrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara 
dalam menjaga isi kesepakatan bersama dan kontraks. Kesepakatan bersama 
untuk hidup bernegara tidak bisa datang dari kekuasaan, tapi dari kesadaran 
rakyat yang berharap akan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Prinsip- 
prinsip keadilan, demokrasi, jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial, 
jaminan hukum yang adil dan tidak memihak, jaminan HAM dalam suatu 
negara merupakan faktor yang menentukan proses integrasi dan disintegrasi 
suatu bangsa. 
 
2. Agama sebagai Faktor Integratif dan Disintegratif 
Agama adalah sistem kepercayaan yang diyakini kebenarannya dan 
diaplikasikan dalam kehidupan. Menurut para perintis sosiologi, agama 
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(religion) adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan 
praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, dan bahwa kepercayaan dan 
praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam sebuah 
komunitas moral yang disebut umat. Bagai dua mata sisi mata uang, agama 
mempunyai sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, agama berfungsi sebagai 
alat pemersatu masyarakat. Menurut Durkheim agama mempunyai fungsi 
positif bagi integrasi bangsa baik secara mikro ataupun makro. Fungsi mikro 
agama adalah untuk menggerakkan dan membantu manusia untuk hidup. Di 
tingkat makro, agama berfungsi untuk memenuhi keperluan masyarakat untuk 
secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang 
menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat tersebut dengan upacara 
keagamaan. Dari sisi negatif, agama dapat memicu disintegrasi bangsa. 
Disintegrasi adalah perpecahan di masyarakat yang terjadi karena adanya 
konflik atau pertentangan. Lebih jauh lagi, konfliklah yang membuat 
disintegrasi. Konflik adalah pertentangan-pertentangan yang disebabkan oleh 
perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.   
Sesungguhnya agama Yahudi yang diwahyukan kepada Nabi Musa a.s, 
Kristen yang dalam Perjanjian Lama/Baru, disebut Christianity dan dalam 
Islam disebut Nashrani, yang diwahyukan kepada Nabi Isa a.s yang kemudian 
oleh umat Kristiani disebut Jesus, agama Budha, serta Islam agama yang 
diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w,  memiliki ajaran yang bersumber 
dari kekuatan (Tuhan) yang sama. Semua agama itu mengajarkan Tuhan satu 
(monotheism). Perbedaan dari agama-agama tersebut antara lain adalah 
“masa keberlakuan” dan kompleksitas ajarannya yang disesuaikan dengan 
kebutuhan umat pada zamannya. Namun kemudian, kesamaan teologik 
tersebut, karena faktor-faktor internal dan eksternalnya, pada titik akhir 
menunjukkan perbedaan tajam pada aspek teologik dan praktek 
keberagamaannya.  Perbedaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.  
Islam mengajarkan prinsip tauhid, bahwa Tuhan itu satu. Tiada tuhan 
selain Allah. Sementara, doktrin Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, 
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tapi terdiri dari tiga unsur, yaitu : Tuhan Bapak, Tuhan Anak (Jesus), dan Roh 
Kudus. Ketiganya memiliki substansi yang sama, dan kekuatan yang setara. 
“There are three persons in the Godhead : the Father, the Son, and the Holy 
Ghost (Holy Spirit), and these three are one God, the same substance, equal 
in power and glory”.  Jesus Kristus adalah Tuhan. Kristus mencipta segala 
sesuatu (John, 1:3, Hebrews, 1:10). Kristus memberi pengampunan dosa 
(Mark, 2:5-12; Colossians, 3:13). Kristus juga akan membangkitkan orang 
mati pada Hari Kebangkitan (John, 11:25), dan “mengarahkan dan 
membimbing jalannya sejarah umat (Corinthians, 10:1-11), dan sifat lainnya, 
yaitu : Tidak tergantung pada zat lainnya, Abadi, Maha Suci, Maha Benar, 
Maha Pengasih, Maha Adil, dsb. Maha Tahu, Maha Kuasa, Ada dimana-
mana,   namun, sebaliknya Jesus Kristus juga manusia. Dalam Kitab Sucinya, 
disebutkan bahwa Jesus Kristus memiliki sifat-sifat kemanusiaan, seperti sifat 
: tumbuh-berkembang fisik dan intelektualnya (Luke, 2:52), butuh makan-
minum (Matthew, 4:2), merasa capek (John,4:6), butuh tidur (Matthew,8:24), 
dan ia juga wafat (John,11:23).  
Dalam agama Budha, tidak dikenal adanya konsep Tuhan dengan 
definisi sebagai pencipta dan pengatur alam semesta beserta segala isinya 
dengan watak dan sifat-sifat seperti manusia, yang bisa marah, senang, benci, 
sayang, dsb., sehingga agama Buddha sering disebut Atheis. Cara pandang 
ajaran Buddha terhadap konsep Tuhan ini memang sangat berbeda dibanding 
agama-agama lainnya. Tuhan dalam agama Buddha didefinisikan sebagai 
“Yang Mutlak”. Definisi  Tuhan sebagai Yang Mutlak ini, dapat dirujuk pada 
uraian sabda Sang Buddha tentang Nibbana yang ada pada Sutta Pitaka, 
Udana VIII : 3. 
“Ketahuilah para Bhikkhu,  
bahwa ada sesuatu Yang tidak dilahirkan,  
Yang tidak menjelma, Yang tidak tercipta, Yang mutlak. 
Apabila tidak ada Yang tidak dilahirkan,  
Yang tidak menjelma,Yang tidak diciptakan, Yang mutlak, 
maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, 
 penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. 
Tetapi, karena ada Yang tidak dilahirkan,  
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Yang tidak menjelma, Yang tidak tercipta, Yang mutlak, 
maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran,  
penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu”. 
 
Dalam hal ini agama Budha diyakini termasuk agama Theistik (ber-
Tuhan). “Yang Mutlak” itu sendiri dipandang sebagai istilah falsafah, bukan 
istilah yang biasa dipakai dalam kehidupan keagamaan. Dalam kehidupan 
keagamaan “Yang Mutlak”  itulah yang disebut dengan “Ketuhanan Yang 
Maha Esa”. Yang Mahaesa dalam bahasa Pali adalah "Atthi Ajatang 
Abhutang Akatang Asamkhatang" yang artinya "Sesuatu yang tidak 
dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta dan Yang Mutlak". Dalam hal ini, 
Ketuhanan Yang Mahaesa adalah suatu yang “Tanpa Aku” (anatta/anatman), 
yang tidak dapat dipersonifikasikan (disamakan dengan suatu sosok yang 
berkepribadian) dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. 
Tetapi dengan adanya Yang Mutlak, yang tidak berkondisi (asamkhata) maka 
manusia yang berkondisi (samkhata) dapat mencapai kebebasan dari 
lingkaran kehidupan (samsara) dengan cara bermeditasi. 
  Berbeda dari ajaran Budha dan Kristen, agama Islam mengajarkan 
bahwa Tuhan itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tidak bersekutu atau 
disekutukan. Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tuhan memiliki 
sifat superior (omnipotence), seperti : Maha Esa, Maha Pengasih, Maha 
Besar, Maha Kuasa, Maha Adil, dsb. Selain itu, secara doktrinal, Islam 
memiliki sistem ajaran yang lebih kompleks.  
Islam yang bersumber pada Al Qur’an, As Sunnah, dan Ijtihad, 
diyakini pemeluknya memiliki sistem ajaran yang lengkap (komprehensif) 
dan mencakup segenap aspek kehidupan—sosial, ekonomi, politik, budaya, 
hukum, pendidikan, dll., sehingga diyakini “applicable” sebagai instrumen 
efektif untuk penataan umat sepanjang zaman. Perbedaan yang terjadi, secara 
sosio-teologik, melahirkan banyak sekte atau aliran keagamaan.  Demikian 
pula, perbedaan agama kemudian menyebabkan terjadinya pengelompokan-
pengelompokan, atau pemisahan-pemisahan yang ekslusif yang kuat. Dengan 
 15 
kata lain, pertumbuhan agama melahirkan kelompok kelompok sesuai 
keyakinan dan praktek ajaran yang diamalkannya. Agama, dalam konteks 
relasi sosial, merupakan faktor integrasi yang sangat kuat dan juga faktor 
disintegrasi.  
Sebagai faktor integratif (integrating factors), agama membangun 
kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan keyakinan, kesamaan ajaran, 
kesamaan tujuan, dan pola prilaku yang sama. Dalam kasus inilah, agama 
menjadi faktor terbentuknya sebuah kelompok dengan karakteristik dasar 
yang sama. Agama menjadi wadah dari relasi sosial berlatar agama yang 
sama. Realitas kemajemukan agama dalam masyarakat berakibat lahirnya 
beragam kelompok dengan latar idiologi, tujuan, interest, kebiasan, dsb yang 
berbeda. Realitas kemajemukan agama dalam masyarakat, sebetulnya bisa 
merupakan potensi untuk penguatan masyarakat sebagai sistem. Hal ini jika 
ada kesadaran pemeluk agama untuk berkompetisi kea rah kebaikan. Namun 
sebaliknya, kemajemukan agama bisa menjadi “burden” atau kendala 
penyiptaan struktur situasi kondusif untuk terbangunnya keamanan dalam 
masyarakat, jika terjadi kompetisi negatif atau politisasi agama untuk tujuan 
lain.  Namun, demikian, tingkat integrasi yang berlebihan melahirkan 
kelompok-kelompok ekslusif, ekstrim yang meyakini bahwa kelompoknyalah 
yang benar dan kelompok lain salah. Truth-claim keagamaan memiliki 
potensi kuat sebagai penyebab konfliks multifaceted. Selain itu, konflik 
berbasis agama, cenderung juga disebabkan karena terjadinya kompetisi antar 
agama, dalam konteks penguatan pengaruh, perolehan pemeluk, ekspansi 
teritori dengan motif perluasan wilayah (kerajaan, atau negara”), atau motif 
misionaris untuk melakukan perubahan masyarakat. Para fungsionalist, 
mencatat bahwa ketidak-seimbangan antar kelompok melahirkan nilai dan 
agenda konflik yang menyebabkan persaingan antar mereka.  Dan, faktor 
agama bisa menjadi faktor “constant competition” dalam masyarakat,  atau 
faktor disintegartif dalam masyarakat. 
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Ini berarti, pada dasarnya semua ajaran agama baik dan mengajak 
kepada kebaikan. Meskipun demikian terkadang masih terjadi perdebatan 
antara agama satu dengan agama lain, mengenai sebuah kebenaran. Bahkan 
tidak jarang karena perebutan sebuah kebenaran sering terjadi konflik yang 
mengatas namanakan agama, padahal koflik bukanlah ajaran yang di ajarkan 
oleh agama. Namun manusia yang memiliki dasar ingin berkuasa, ingin di 
anggap lebih, cenderung tidak memeperdulikan itu dan menganggap semua 
itu masa bodoh. Menurut seorang sarjana ahli dalam sosiologi agama, 
Joachim Wach setidaknya terdapat dua pandangan terhadap kehadiran agama 
dalam suatu masyarakat, negatif dan positif. Pendapat pertama mengatakan, 
ketika agama hadir dalam satu komunitas,  perpecahan tak dapat dielakkan. 
Dalam hal ini, agama dinilai sebagai faktor disintegrasi. Mengapa? Karena 
sering kali sesorang yang hooligan ataupun radikal lebih cenderung untuk 
melakukan berbagai cara untuk menunjukkan agamanya sebagai agama yang 
kuat dan unggul, hal ini yang menyebabkan sering terjadinya pertumpahan 
dara yang mengatas namankan agama. 
Dalam konteks ini, fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak awal 
sejarah peradaban, konflik dengan tingkat perseteruan tinggi atau dahsyat 
terjadi karena faktor agama.  Perang-perang pada zaman nabi-nabi, Perang 
Salib, Perang Cordoba, Ekspansi Ashoka, perang-peran perlawanan terhadap 
kolonialisme merupakan contoh konkret konflik berbasis agama. Contoh 
konflik antar agama yang aktual hampir terjadi di berbagai negara. Misalnya, 
konflik antar agama berbeda : Buddhis versus Kristen di Myanmar/Burma 
pada 1948, Muslim vs Yahudi di Palestina, 1968, Katolik vs Protestan di 
Irlandia Utara 1969, Buddhis vs Kristen di Bangladesh tahun 1973; Muslim 
vs Kristen Armenia di 1990; Hindu vs Muslims di Uthar Pradesh India, 1992; 
Hindu vs Muslim di Srilanka 1983. Kemudian konflik interen agama, seperti : 
Kristen Ortodoks  Serbia vs Kristen Roma katolik di Yugoslavia, 1991; Islam 
Sunni vs Islam Shiah di Iraq 1991; Islam Fundamentalis vs Islam Moderat di 
Afganistan, 1992. Sementara konflik antara agama dan pemerintah tercatat 
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terjadi lebih ekstensif karena berbagai faktor “biasa”, seperti : ketidakadilan, 
diskriminasi, marjinalisasi, dan karena fungsi profetik agama sebagai 
pengontrol pemerintah dari perspektif moral atau agama. Konflik jenis 
terakhir ini, seperti : Muslim vs pemerintah (pusat) di Ethiopia, 1976; Sikh vs 
pemerintah, di Punjab India, 1982; Muslim vs pemerintah (Hindu) di Kashmir 
1990; Muslim vs pemerintah di Aceh, Indonesia, 1990; Muslim vs 
pemerintah, di Mesir, 1977; Muslim vs pemerintah di Tunisia, 1978; Muslim 
vs pemerintah di Aljazair, 1988, dan masih banyak berlangsung memasuki 
milenium ketiga. 
Namun hal ini berbalik dengan sudut pandang berikutnya yang 
cenderung sangat bertolak belakang. Justru agama berperan sebagai faktor 
integrasi. Katakanlah ketika masyarakat hidup dalam suku-suku dengan 
sentimen sukuisme yang tinggi, bahkan di sana berlaku hukum rimba, 
biasanya agama mampu berperan memberikan ikatan baru yang lebih 
menyeluruh sehingga terkuburlah kepingan-kepingan sentimen lama sumber 
perpecahan tadi. Agama dengan sistem kepercayaan yang baku, bentuk ritual 
yang sakral, serta organisasi keagamaan dalam hubungan sosial mempunyai 
daya ikat yang amat kuat bagi integrasi masyarakat. 
  
3. Penanggulangan Konflik Agama  
 
Agama sebuah keyakinan. Bukan barang mainan. Setiap orang bersedia 
melakukan apa saja, demi keyakinan agama. Inilah yang harus diperhatikan 
oleh semua golongan, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Karena hanya 
akan menyulut perang antar agama.  Dalam menangani konflik antar agama, 
jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah  
a. Saling mentautkan hati di antara umat beragama, mempererat 
persahabatan dengan saling mengenal lebih jauh, serta 
menumbuhkan kembali kesadaran bahwa setiap agama membawa 
misi kedamaian. 
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b. Tidak memperkenankan pengelompokan domisili dari kelompok 
yang sama di daerah atau wilayah yang sama secara eksklusif. Jadi 
tempat tinggal/domisili atau perkampungan sebaiknya mixed, atau 
campuran dan tidak mengelompok berdasarkan suku (etnis), agama, 
atau status sosial ekonomi tertentu.  
c. Pendatang dan penduduk asli harus berbaur   
atau membaur atau dibaurkan. 
d. Segala macam bentuk ketidakadilan struktural agama harus 
dihilangkan atau dibuat seminim mungkin. 
e. Kesenjangan sosial dalam hal agama harus dibuat seminim 
mungkin, dan sedapat – dapatnya dihapuskan sama sekali.  
f. Perlu dikembangkan adanya identitas bersama (common identity) 
misalnya kebangsaan (nasionalisme) agar masyarakat menyadari 
pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. 
g. Perlu dicari tokoh masyarakat yang dipercaya dan/atau dihormati 
oleh pihak-pihak yang berkonflik, untuk berusaha menghentikan 
konflik (conflict intervention), melalui lobi-lobi, negosiasi dan 
diplomasi. Hal ini merupakan usaha peace making. 
Dalam usaha untuk mengembangkan adanya perdamaian yang lestari, 
atau adanya rekonsiliasi, maka metode yang dipakai oleh pihak ketiga 
sebaiknya adalah mediasi dan bukan arbitrase. Dalam arbitrase, pihak ketiga 
(pendamai) yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bertentangan/berkonflik 
itu, setelah mendengarkan masing-masing pihak mengemukakan masalahnya, 
maka si arbitrator “mengambil keputusan dan memberikan solusi atau 
penyelesaiannya, yang “harus” ditaati oleh semua pihak yang berkonflik. 
Penyelesaian konflik melalui jalan arbitrase mungkin dapat lebih cepat 
diusahakan, namun biasanya tidak lestari. Apalagi kalau ada pihak yang 
merasa dirugikan, dikalahkan atau merasa bahwa kepentingannya belum 
diindahkan. Sebaliknya, mediasi adalah suatu cara intervensi dalam konflik, 
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di mana mediator (fasilitator) dalam konflik ini juga harus mendapat 
kepercayaan dari pihak yang berkonflik. Tugas mediator adalah memfasilitasi 
adanya dialog antara pihak yang berkonflik, sehingga semuanya dapat saling 
memahami posisi maupun kepentingan dan kebutuhan masing-masing, dan 
dapat memperhatikan kepentingan bersama. Jalan keluar atau penyelesaian 
konflik harus diusulkan oleh atau dari pihak-pihak yang berkonflik. Mediator 
sama sekali tidak boleh mengusulkan atau memberi jalan 
keluar/penyelesaian, namun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat mengusulkan atau 
menemukan jalan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. 
Mediator tidak boleh memihak, harus “impartial”, tidak bias, dsb. Mediator 
harus juga memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders, yaitu 
mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi juga 
mempunyai kepentingan-kepentingan dalam atau atas penyelesaian konflik 
itu. Kalau stakeholders belum diperhatikan kepentingannya atau 
kebutuhannya, maka konflik akan dapat terjadi lagi, dan akan meluas serta 
menjadi lebih kompleks dan dapat berlangsung dengan berkepanjangan. 
Mengembangkan kegiatan pendamaian itu tidak mudah. Ada beberapa 
tahapan atau perkembangan yang dapat diamati yaitu: 
a. Peace making (conflict resolution) yaitu memfokuskan pada penyelesaian 
masalah – masalahnya (isunya: persoalan tanah, adat, harga diri, dsb.) 
dengan pertama-tama menghentikan kekerasan, bentrok fisik, dll. Waktu 
yang diperlukan biasanya cukup singkat, antara 1-4 minggu. 
b. Peace keeping (conflict management) yaitu menjaga keberlangsungan 
perdamaian yang telah dicapai dan memfokuskan penyelesaian selanjutnya 
pada pengembangan/atau pemulihan hubungan (relationship) yang baik 
antara warga masyarakat yang berkonflik. Untuk itu diperlukan waktu yang 
cukup panjang, sehingga dapat memakan waktu antara 1-5 tahun. 
c. Peace building (conflict transformation). Dalam usaha peace building ini 
yang menjadi fokus untuk diselesaikan atau diperhatikan adalah perubahan 
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struktur dalam masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan, kecemburuan, 
kesenjangan, kemiskinan, dsb. Waktu yang diperlukan pun lebih panjang 
lagi, sekitar 5-15 tahun. 
4. Minoritas Muslim dan Perspektif Islam 
 
Sejauh ini tidak ada definisi tunggal tentang minoritas. Dari sudut 
bahasa, minoritas biasanya didefinisikan sebagai golongan sosial yang 
jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibanding golongan lain dalam suatu 
masyarakat, dan karena itu didiskriminasikan golongan lain. 14  Secara 
sosiologis, mereka yang disebut minoritas setidaknya memenuhi tiga 
gambaran. Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari 
tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka. Kedua, anggotanya 
memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan 
mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok 
mayoritas. Ketiga, biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas 
yang lebih besar.15  
Dalam beberapa kasus, ukuran kuantitas juga bukan satu-satunya 
standar mendefinisikan minoritas. Ada kelompok yang dari sisi jumlah 
mayoritas, tetapi berada pada posisi non-dominan seperti kelompok kulit 
hitam di bawah rezim Apartheid di Afrika Selatan atau masyarakat Tionghoa 
di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya.  
Definisi yang cukup membantu mengenai minoritas, salah satunya 
dirumuskan Francesco Capotorti, Special Rapporteur PBB untuk subkomisi 
Pencegahan Diskrminasi dan Perlindungan Minoritas, tahun 1977. Minoritas, 
menurut Francesco, adalah sebuah kelompok yang dari sisi jumlah lebih 
rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak 
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. Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005), 745. 
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. Eddie Riyadi Terre “Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik 
Pembebasan” dalam http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html 
(diakses 8 November 2012).     
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dominan, yang anggotanya –menjadi warga negara suatu negara—memiliki 
karakteristik etnis, agama, bahasa, yang berbeda dari sisi penduduk dan 
menunjukan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan 
untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.16 
Definisi yang cukup membantu dimuat dalam dokumen PBB: 
Minority is a group numerically inferior to the rest of the population of 
a State, in a non-dominant position, whose members—being nationals 
of the State—possess ethnic, religious or linguistic characteristics 
differing from those of the rest of the population and show, if only 
implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their 
culture, traditions, religion or language.17  
Definisi di atas merangkum dua kategori sekaligus. Pertama kategori 
objektif berupa fakta tetang kuantitas yang lebih rendah dari sisa populasi 
penduduk di suatu negara sehingga berada dalam posisi tidak dominan. 
Kedua, kategori subjektif, yaitu memiliki rasa solidaritas sebagai komunitas 
minoritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama, dan 
bahasa mereka. 
Menurut Makesell dan Murphy14 ada dua kategori minoritas. Pertama,  
minority-cum-territorial ideology, minoritas yang memiliki klaim teritori 
tertentu. Minoritas-cum-teritorial bukan hanya mengklaim atas budaya, 
bahasa dan mungkin agama melainkan juga penguasaan atas wilayah tertentu 
dimana mereka tinggal secara turun temurun. Kategori ini bisa diterapkan 
pada kasus indigenous people dan konflik Papua serta Aceh di masa lalu. 
Kedua, minority non-territory, minoritas yang tidak memiliki klaim atas 
teritorial tertentu. Minoritas nonteritori hanya mengklaim kebebasan ekspresi 
dan tradisi yang mereka miliki yang berbeda dengan identitas nasional, dan 
pada umumnya hegemonik. Hal ini berlaku untuk kasus minoritas agama 
                                                 
16
.  Studi ini dicatat dalam dokumen E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, para. 568 dalam 
“Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation,” United Nations, 
2010, 2. http://www.ohchr.org/Documents/ Publications/MinorityRights_en.pdf (diakses 28 
November 2012). 
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. United Nations, Minority Rights: International Standards and Guidance for 
Implementation, (New York and Genewa: United Nations, 2010, hlm.2.  
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atau keyakinan dan kelompok-kelompok sosial baru seperti homoseksual, 
peduli lingkungan, dan sebagainya. 
Sementara dari sudut sosiologis, sejumlah ahli mengelompokan 
minoritas setidaknya dalam empat kelompok. Pertama, minoritas agama. Di 
banyak negara didapati warga negara dengan identitas keagamaan minoritas 
dibanding penduduk lainnya. Bahkan hampir bisa dikatakan, setiap negara di 
dunia memiliki kelompok minoritas agama. Indonesia memiliki kelompok 
minoritas seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan 
kelompok kepercayaan.  Negara-negara di Asia seperti Filipina dan Thailand, 
memiliki kelompok minoritas keagamaan, salah satunya komunitas minoritas 
muslim di Pattani, Thailand Selatan, Mindanao Filipina Selatan, dan 
Myanmar. Istilah minoritas agama, dalam pendekatan HAM berarti juga 
minoritas keyakinan (belief) seperti kelompok kepercayaan dan agama lokal. 
Kelompok ateisme juga masuk dalam kategori minoritas keyakinan. 
Kedua, minoritas ras. Ras bisa didefinisikan  sebagai masingmasing 
bagian utama dari kemanusiaan yang memiliki perbedaan karakteristik fisik. 
Di sini ras merupakan sebuah penemuan dari abad 18 yang diharapkan 
menjelaskan dan mengklasifikasikan manusia atas dasar keturunan yang bisa 
diamati seperti warga pigmen, perawakan, dan bentuk tubuh. Seperti juga 
agama dan keyakinan, di setiap negara selalu ditemukan ras mayoritas dan 
minoritas. Di Amerika ras minoritas adalah komunitas Indian yang 
jumlahnya diperkirakan 1,7 juta orang. Mereka juga sering disebut dengan 
sebutan yang lebih spesifik seperti Mohawk, Creek, Chippewa dan Hopi.18 
Ketiga, minoritas bahasa. Dengan total 193 negara berdaulat dan 
diakui secara internasional, diperkirakan terdapat 50007000 bahasa yang 
dipakai di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat minoritas bahasa. Di Eropa 
dan di beberapa benua lain seperti Kanada, bahasa minoritas kemudian 
didefinisikan lewat undang-undang atau dokumen konstitusional. Di Kanada,  
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. “Native America” http://www.minorityrights.org/2615/unitedstates-of-
america/native-americans.html (diakses 8 November 2012).  
 23 
istilah itu, misalnya, muncul dalam konstitusi Kanada yang menjamin 
masyarakat bahasa resmi minoritas.19 
Keempat, minoritas etnik. Menurut Martin Bulmer, kelompok etnik 
adalah sebuah kolektivitas dalam populasi yang lebih besar, nyata atau 
diduga memiliki nenek-moyang yang sama, kenangan masa lalu bersama, 
dan sebuah fokus budaya pada satu atau lebih elemen simbolis yang 
menentukan identitas kelompok seperti kekerabatan, bahasa agama, wilayah 
bersama, kebangsaan 20 atau penampilan fisik. Bulmer juga menegaskan, 
mereka yang menjadi anggota dari kelompok etnis tersebut sadar menjadi 
bagian dari sebuah kelompok etnis. 
Pengalaman umat Islam menjadi minoritas terjadi sejak periode 
Mekkah awal dan ketika sebagian kaum muslim hijrah ke Abessinia dan 
Madinah. Meskipun pada proses berikutnya kaum muslim mampu membalik 
keadaan menjadi mayoritas di mana di dalamnya hidup pula minoritas, tetapi 
ekspansi Islam membuat mereka banyak yang tinggal di negara atau 
komunitas non-muslim.21 Namun, menurut Khaled Abou El Fadl, diskursus 
tentang minoritas Islam yang tinggal di komunitas non-Islam tidak banyak 
berkembang hingga abad ke-17 M kecuali hukum tentang boleh tidaknya 
orang Islam hidup di dalam mayoritas non-muslim dalam suatu komunitas 
atau negara. Imam Hanafi, misalnya, masih menurut Fadl, dengan alasan akan 
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 “Minority language” http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_language (diakses 8 
November 2012) 
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.  Definisi lain yang diberikan T. Modood dan R. Berthoud (1997) berusaha 
menekankan unsur subyektivitas di dalamnya. Keduanya melihat bahwa kelompok etnis biasanya 
memiliki warisan sama yang membedakan dengan masyarakat lain. Di sana ada batas yang 
memisahkan “kami” dengan “mereka” , dan batas itu memang diakui adanya. Etnisitas, kata 
keduanya, memang fenomena multi-faceted, yang didasarkan penampilan fisik, identifikasi 
subjektif, afiliasi budaya dan agama, stereotip, dan pengucilan sosial. Lihat “Ethnicity: 
Introductory User Guide ESDS Government,” updated January 2012, 6 
http://www.esds.ac.uk/government/docs/ethnicityintro. pdf (diakses 8 November 2012).  
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. Muhammad Yasin Mazhar Siddiqi, Prophet Muhammad SAW: A Role Model for 
Muslim Minorities (Leicestershire: Islamic Foundation, 2006).  
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terjadinya kesulitan untuk mengamalkan Islam maka ia mengharamkan orang 
Islam hidup di komunitas atau negara yang mayoritas non-muslim.22 
Kini keadaannya jauh berbeda. Globalisasi telah membuka siapa saja 
untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan paham nasionalisme 
telah menghilangkan sekat-sekat agama serta etnis untuk hidup dalam suatu 
negara-bangsa. Namun di sisi lain, nasionalisme negara-bangsa juga 
memaksa sebagian orang Islam, juga komunitas-komunitas lain, tiba-tiba 
menjadi minoritas yang semula merupakan mayoritas di dalam sebuah 
kawasan seperti terjadi di Thailand Selatan, Filipina Selatan dan Singapura 
sejak masa kemerdekaan.  
Di sisi lainnya lagi, arus baru perpindahan manusia atau migrasi 
menjadikan jumlah minoritas muslim di negara-negara maju seperti Amerika 
dan Eropa bertambah signifikan dan menuntut munculnya diskursus tentang 
minoritas Islam. 23  Singkatnya, ada dua bentuk besar minoritas muslim di 
dunia ini, yaitu minoritas muslim imigran dan minoritas muslim pribumi 
(native). Muslim imigran sebagian besar hidup di negara-negara maju dan 
kota-kota besar, sedangkan minoritas muslim pribumi sebagian besar hidup di 
negara-negara dunia ketiga seperti di Eropa Timur dan Asia Tenggara. 
Tuntutan relasi baru hubungan antara minoritas muslim dan mayoritas non-
muslim dalam suatu negara menuntut munculnya diskursus baru di dalam 
Islam. 
Dalam konteks itulah diperlukan reformulasi pendekatan baru terhadap 
kelompok minoritas, tidak hanya minoritas muslim tetapi juga minoritas non-
muslim. Di sinilah pentingnya membincangkan fikih minoritas (fiqh al-
aqalliyyât). Dengannya, diharapkan lahir perilaku yang lebih toleran dan 
ramah terhadap kelompok-kelompok minoritas.  
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Kemunculan gagasan mengenai fikih minoritas (jurisprudence of 
minorities) dianggap penting terutama untuk memandu kehidupan kaum 
muslim yang berposisi sebagai minoritas atau tidak tinggal di negara Islam. 
Tujuannya, agar mereka tetap nyaman sebagai muslim yang sempurna tanpa 
dibayang-bayangi ketakutan Islamnya kurang sempurna. Tokoh yang 
menyuarakan hal ini adalah Thaha Jabir al-Alwani dan Yusuf al-
Qardlawi. Jabir menulis sejumlah tulisan, salah satunya berkenaan dengan 
fiqh al-aqalliyyât, yaitu Nazharat Ta’sisiyat fi fiqh al-aqalliyyât dan Towards 
a Fiqh for Minorities: Some Basic Refections. Sementara Yusuf al-Qardlawi 
mendirikan European Council for Fatwa and Research (ECFR) di London 
pada tahun 1997 dengan tujuan utama memberikan layanan hukum Islam 
pada mayarakat minoritas muslim di Eropa. Untuk itulah dia menulis buku 
khusus berjudul Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimât, Hayât al-muslimîn Wasatal-
Mujtama`âtal-Ukhrâ.24 
 Dalam kaitan inilah ada beberapa catatan penting yang layak 
dikemukakan. Pertama, fikih minoritas dilihat sebagai upaya membangun 
eksibilitas hukum Islam ketika umat Islam berada dalam posisi minoritas 
dalam sebuah negara, atau ketika umat Islam hidup bukan di negara yang 
tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam konteks sosial politik, 
fikih minoritas merupakan fikihnya orang kalah dan tidak berdaya. Dalam 
ketidakberdayaan itu, tema-tema yang dipermasalahkan seperti memilih 
pemimpin non-muslim, soal sembelihan binatang yang diduga tanpa baca 
bas-malah, hukum seorang muslim yang bekerja di restoran untuk berjualan 
minuman keras, memberi salam kepada non-muslim, dan sebagainya.  
Kedua, melalui cara berpikir tersebut, maka fikih minoritas cenderung 
diletakkan sebagai “langkah darurat” dari situasi yang dianggap “tidak 
normal”. Dengan menggunakan logika darurat ini, maka umat Islam 
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diperbolehkan melakukan sesuatu yang pada awalnya dilarang, atau tidak 
melakukan sesuatu yang semula diwajibkan. Kaidah fikih yang biasa 
digunakan untuk melegitimasi hal ini adalah addharûratu tubîh al-mahzhûrât 
(kondisi darurat memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang 
dilarang).  
4.Minoritas dalam Perspektif Resolusi Konflik 
 
Globalisasi dan menguatnya politik identitas memicu munculnya 
kembali diskursus minoritas. Hal itu berkaitan dengan terkikisnya batas-batas 
negara dan bangsa serta bangkitnya kesadaran kelompok-kelompok minoritas 
atas respon globalisasi tersebut. Kymlicka, misalnya memberikan penjelasan 
beberapa sebab. 25  Pertama, perkembangan demokrasi telah menyebabkan 
anggota kelompok minoritas mampu melakukan mobilitas sosial dan politik. 
Mereka tidak hanya tinggal dalam wilayah tertentu dan statis berinteraksi 
dalam kelompoknya melainkan mulai masuk ke ruang-ruang profesional dan 
kedudukan politik tertentu. Ini yang memungkinkan bangkitnya kesadaran 
akan pemenuhan hak-hak mereka dalam sebuah sistem yang dinilai tidak adil. 
Untuk konteks minoritas Muslim di Thailand yang memiliki perbedaan 
identitas politik dan kultural yang mencakup perbedaan agama, bahasa dan 
budaya dengan pemerintah dan mayoritas penduduk lainnya, pertanyaannya 
adalah apakah dengan adanya perbedaan identitas politik dan kultural tersebut 
tidak memungkinkan terbangunnya suatu titik temu di antara keduanya? 
Jawabannya bukan tidak mungkin. Bert Klanderments, misalnya, 
menunjukkan bahwa salah satu faktor utama dari transformasi gerakan yang 
berbasis perbedaan identitas adalah bergantinya aktivis dan regenerasi 
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kepemimpinan.26 Dengan adanya pergantian itu maka sebuah gerakan politik 
bisa berubah dari keras menjadi lunak dan sebaliknya tergantung berbagai 
faktor yang melingkupinya. Sementara itu, Ernesto Laclau menunjukkan 
bahwa bahkan perbedaan antara identitas partikular seperti identitas budaya 
lokal dan agama dengan identitas universal bukan tidak mungkin terjadi suatu 
titik temu. Dengan optimistis Laclau menunjukkan bahwa tercapainya titik 
temu partikularitas dan universalitas seperti ini merupakan suatu capaian 
demokrasi yang lebih tinggi.27 
Sementara itu, mengenai agama yang bisa menjadi faktor utama dalam 
membangun dan memperkeras identitas politik dan kultural, Scott Appleby 
menunjukkan dua dimensi dari agama. Yaitu bahwa agama bisa menjadi 
faktor dalam konflik dan kekerasan namun juga bisa menjadi faktor bagi 
transformasi konflik dan kekerasan menjadi perdamaian dan rekonsiliasi.28 Di 
antara argumen yang dikemukakan oleh Appleby adalah bahwa perbedaan 
pendapat terus terjaga di kalangan pemikir dan pemimpin di dalam agama itu 
sendiri sehingga ide-ide tentang peran agama untuk menjadi faktor 
transformasi akan terus hidup. Selain itu, gerakan agama di berbagai wilayah 
pada kenyataannya bukan hanya diinisiasi oleh kalangan pemimpin agama 
melainkan juga masuk ke dalam LSM, bahkan gerakan hak-hak asasi 
manusia, hak-hak perempuan, dan hak-hak budaya lokal di dalam kelompok 
agama itu sendiri. Pada saat itulah agama akan menjadi faktor dalam 
membangun perdamaian dan rekonsiliasi.29  
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Amy Gutmann mengatakan bahwa identitas yang berbasis agama tidak 
selalu bertentangan dengan demokrasi. Keduanya setidaknya bertemu dalam 
komitmen penghargaan terhadap individu. Baik agama maupun demokrasi 
memiliki komitmen penghormatan terhadap individu sehingga 
memungkinkan terjadinya titik temu keduanya. 30  Dari sini Gutmann 
membangun optimisme bahwa pertemuan dua dasar ini justru akan 
memperkokoh terbangunnya keadilan dan jaminan individu yang lebih 
kokoh. Kritik sebagian orang bahwa agama cenderung akan membangun 
tirani, oleh Gutmann dijawab bahwa tidak hanya agama yang berpotensi 
membangun tirani, melainkan seluruh budaya, kepercayaan, dan sistem dalam 
identitas memiliki potensi yang sama ketika tidak memberi penghargaan 
kepada individu.31 
Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam situasi konflik 
dan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan identitas, antara minoritas dan 
mayoritas, bukan tidak mungkin untuk menegosiasikan kepentingan politik, 
agama, dan budaya hingga terbangunnya titik temu identitas untuk 
perdamaian. Dalam kaitan ini agama juga bisa memiliki peranan penting di 
dalam membangun titik temu, khususnya ketika kelompok dan perorangan di 
dalam agama itu melakukan usaha-usaha untuk itu. 
 
5. Konflik dan Resolusi Konflik 
Konflik, menurut definisi lama, adalah bentrokan, friksi, konfrontasi, 
percekcokan, pergesekan, perpecahan, perselisihan, pertengkaran, pertikaian, 
sengketa, rivalitas. 32 Definisi ini mengasosiasikan konflik dengan aktifitas 
yang melibatkan benturan fisik dan kekerasan. Jika tidak ada kekerasan, 
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belum disebut konflik menurut definisi ini. Biasanya, kata “konflik” 
dibedakan dari kata “damai”. Dalam situasi damai, tidak ada konflik. Jika 
satu situasi disebut konflik, imajinasi kita kemudian mengarah pada 
perkelahian, kekerasan dan bukan perdamaian.   
Literatur studi perdamaian kontemporer mengubah definisi konflik 
menjadi lebih netral. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk, dan William 
Zartman, dalam pengantar buku The Saga Handbook of Conflict Resolution 
misalnya, merujuk Ensiklopedia Webster edisi revisi menyebut konflik 
sebagai ketidakselarasan antara dua pihak atau lebih karena perbedaan 
kepentingan, tujuan dan cara mencapai keduanya. Mereka melepaskan makna 
kekerasan dari kata konflik. Konflik, dari perspektif ini, adalah sesuatu yang 
alamiah, normal, terjadi di mana-mana dan sulit dihindari oleh umat 
manusia.33 Batasan makna yang hamper senada juga dirumuskan oleh Duane 
Ruth. Menurutny, konflik adalah kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau 
lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup 
sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau 
dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Dari 
pengertian konflik tersebut, maka konflik merupakan kondisi yang terjadi 
akibat perbedaan posisi yang tidak selaras, adanya pihak yang menghalangi 
serta ikut campur yang mengakibatkan tujuan pihak lain tidak terpenuhi.  
Sedangkan Johan Galtung merumuskan konflik dalam satu segitiga, 
yang disebut ABC Triangle. ABC dalam segitiga konflik Galtung merupakan 
urutan sebab terjadinya konflik yang terdiri atas Attitudes (A), Behaviour (B) 
dan Contradiction (C). Attitude mencakup asumsi, kognisi dan emosi yang 
dimiliki satu pihak terhadap pihak lain.2 Attitude dalam konflik juga berarti 
adanya penolakan terhadap superioritas pihak lain. Asumsi yang dibangun 
bisa bersifat positif dan negatif, akan tetapi kecenderungan yang muncul 
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dalam konflik kekerasan adalah menciptakan asumsi negatif terhadap pihak 
musuh, sebagai akibat dari kemarahan dan kekecewaan. Kemudian Behaviour 
adalah mental, ekspresi verbal atau fisik yang timbul dalam konflik.34 Tindak 
kekerasan, penghinaan, sikap tidak hormat, kejahatan seksual dan 
pelanggaran hak asasi manusia adalah bentuk-bentuk Behaviour dalam 
konflik. Sehingga Behaviour adalah bentuk aksi nyata yang ada dalam 
konflik. Sedangkan Contradiction merupakan bagian penting dalam konflik 
yang menunjukkan adanya perbedaan ataupun kontradiksi tujuan antar pihak 
yang berkonflik.35 Contradiction menjadi bagian yang penting karena hal ini 
menyebabkan tindak kekerasan dan perilaku. 
Dalam konflik, kelompok solidaritas juga memiliki peran penting. 
Konflik bisa menciptakan kelompok solidaritas dan bisa juga sebaliknya.36 
Kelompok solidaritas memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi dan 
pertarungan, dan apabila kelompok solidaritas memiliki kebersamaan yang 
kuat maka kelompok tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap hal-
hal (otoritas pemerintah, pemaksaan integrasi dan asimilasi) yang 
mengancam identitasnya.37 Dalam konflik yang terjadi di Thailand Selatan, 
Kelompok Separatis berperan sebagai kelompok solidaritas yang melawan 
otoritas pemerintah Thailand di wilayah tempat tinggalnya, yaitu Thailand 
Selatan. 
Galtung menilai bahwa konflik adalah proses yang dinamis, karena 
struktur, sikap dan perilaku dapat berubah dan saling mempengaruhi satu 
sama lain.38 Kemunculan konflik mengarah pada perubahan sosial dan pada 
                                                 
34 Anna, “Applying The ABC”, 6  
35 Ramsbotham, Miall & Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution, 19  
36 Randall Collins, “C-Escalation and D-Escalation: A Theory of the Time-Dynamics of 
Conflict”,  
American Sociological Review, (2011), 2,  
http://www.asanet.org/images/journals/docs/pdf/asr/Feb12ASRFeature.pdf (Diakses pada 15 
April 2014)   
37 Collins, “C-Escalation and D-Escalation”, 2  
38
 Collins, “C-Escalation and D-Escalation”, 20  
 31 
proses kekerasan maupun tanpa kekerasan. Laporan ini berpijak pada definisi 
tersebut. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali menghadapi dan mencarikan 
jalan keluar. Kata Johan Galtung, “jika kamu tidak suka dengan kekerasan 
maka cari jalan keluar dari sebuah konflik.”39 
Tidak mudah untuk menentukan pilihan tindakan penyelesaian konflik 
sosial yang tepat bagi suatu sistem sosial di suatu kawasan tertentu. Solusi 
konflik pun tidak dapat “generik”, dalam arti sebuah rumusan yang berlaku 
bagi suatu sistem sosial komunitas akan berlaku juga bagi sistem sosial 
komunitas yang lain.  
Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan 
perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam 
pembangunuan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan 
penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.  
Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih 
demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan 
kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah 
mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, 
netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan 
masalahnya. 
Secara umum strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai 
dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial 
yang terjadi di suatu negara. Dengan berbekal peta tersebut, segala 
kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, 
sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik.  
Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan 
rasional untuk mengatasi konflik sosial, tidaklah benar-benar mampu 
menghapuskan akar-persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh.  Pada 
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kasus-kasus yang demikian itu, maka resolusi konflik sepantasnya dikelola 
(conflict management) pada derajat dan suasana yang sedemikian rupa 
sehingga ledakan berupa “clash-social” yang bisa berdampak sangat 
destruktif dapat dihindarkan. 
 
6. Peace Keeping, Peace Making & Peace Building 
Konflik yang telah terjadi di beberapa negara merupakan cerminan dari 
adanya gesekan akibat perbedaan pendapat antara aktor-aktor yang terlibat 
sengketa. Aktor-aktor ini dapat berupa negara dengan negara atau negara 
dengan beberapa kelompok yang menginginkan pemikirannya untuk didengar 
dan diprioritaskan. Meskipun terdapat beberapa konflik yang dapat diakhir, 
namun seringkali penyelesaian konflik tersebut masih menghasilkan negative 
peace. Negative peace adalah suatu keadaan dimana perdamaian belum 
benar-benar tercapai karena masih terdapat beberapa potensi konflik yang 
dapat timbul dan dapat memunculkan konflik baru yang memiliki dampak 
yang cenderung lebih besar dan berkepanjangan dibandingkan dengan konflik 
yang sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya serangkaian resolusi konflik 
untuk merubah negative peace menjadi positive peace. Dalam uraian ini, 
penulis akan membahas tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk 
mencapai adanya positive peace pada sebuah konflik. Pendekatan-pendekatan 
tersebut di antaranya adalah peace keeping, peace making, dan peace 
building. 
Pada dasarnya dalam resolusi konflik, tiga pendekatan utama yakni 
pendekatan peace keeping, peace making serta peace building merupakan 
pendekatan-pendekatan yang seringkali disebut sebagai segitiga perdamaian, 
hal ini dikarenakan ketiga pendekatan utama ini merupakan pendekatan yang 
benar-benar berfokus pada usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik yang 
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tengah terjadi di wilayah bersengketa.40 Dalam pelaksanaan resolusi konflik 
melalui pendekatan ini banyak pihak yang ikut berperan di dalamnya, 
sehingga diharapkan penyelesaian konflik dapat segera terselesaikan dengan 
cara-cara yang efisien dan efektif. Pendekatan yang pertama yakni peace 
keeping yang memiliki pengertian pendekatan dengan mengupayakan 
intervensi militer pada wilayah konflik, intervensi militer ini dapat berupa 
intervensi kemanusiaaan yang juga bertujuan untuk mengurangi dampak 
perang terutama yang telah menjatuhkan banyak korban.41  
Sedangkan  fase kedua dalam resolusi konflik adalah peace making. 
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam situs resminya,  peace 
making merupakan pendekatan lanjutan dengan menggunakan mediasi dan 
negoisasi yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang tengah bersengketa. Selain itu, untuk menghindari adanya 
kebuntuan dalam proses mediasi dan negoisasi, maka negara-negara yang 
bersengketa dapat menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator dalam 
perundingan yang tengah dilakukan. 42  Yulius Hermawan mengungkapkan 
bahwa, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pihak ketiga 
yang berperan sebagai seorang mediator dalam sebuah negosiasi dan 
diplomasi yakni pihak ketiga tidak berhak untuk memaksakan kehendak 
sebagai suatu solusi untuk permasalahan yang ada pada pihak-pihak yang 
bersengketa. Pihak ketiga hanya boleh menjadi penengah agar ketika kedua 
belah pihak tengah berunding tidak muncul konflik baru yang dapat 
memperparah masalah yang ada.43  
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Pendekatan terakhir yang masuk dalam segitiga perdamaian adalah 
peace building. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Bhoutros-
Bhoutros  Ghali, mantan Sekretaris Jendral PBB pada tahun 1992. Menurut 
Bhoutros-Bhoutros  Ghali, peace building adalah : 
“comprehensive efforts to identify and support structures which will 
tend to consolidate peace and advance a sense of confidence and well-
being among people. Through agreements ending civil strife, these may 
include disarming the previously warring parties and the restoration of 
order, the custody and possible destruction of weapons, repatriating 
refugees, advisory and training support for security personnel, 
monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, 
reforming or strengthening governmental institutions and promoting 
formal and informal processes of political participation”   
Peace building memiliki pengertian proses implementasi perubahan 
atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian 
yang langgeng. 44  Sedangkan peace building dalam artikel yang berjudul 
Contemporary Conflict Resolution, diartikan sebagai sebuah upaya berupa 
bantuan eksternal internasional yang ditujukan untuk menyembuhkan trauma 
usai perang dan meminimalisir adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya 
kekerasan melalui pembangunan kembali aspek-aspek sosial, budaya dan 
ekonomi negara yang  berkonflik. 45  Pendekatan peace building lebih 
mengarah pada bagaimana perdamaian secara berkelanjutan dapat dibentuk 
sehingga positive peace dapat benar-benar diperoleh oleh sebuah negara usai 
berkonflik.  
Definisi ini kemudian diperkuat oleh paparan John Galtung dan Andi 
Knight. John Galtung, peneliti studi perdamaian yang berasal dari Norwegia 
menyatakan bahwa peace building adalah proses pembentukan perdamaian 
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yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui 
rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi.  
    Dalam pemetaan konflik, Galtung memperkenalkan konsep segitiga 
konflik dan perbedaan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural dan 
kekerasan budaya, serta memperkenalkan antara pedamaian negatif dan 
perdamaian positif. Peace building menurut Galtung lebih menekankan 
kepada proses jangka panjang, penelusuran dan penyelesaian akar konflik, 
mengubah asumsi-asumsi yang kontradiktif, serta memperkuat elemen yang 
dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru 
demi mencapai perdamaian positif.    
Paparan Galtung ini diperkuat Andi Knight, ilmuwan politik Kanada, 
dalam bukunya Building Sustainable Peace yang menyatakan bahwa peace 
building terkait dengan dua hal esensial yaitu dekonstruksi struktur kekerasan 
dan merekonstruksi struktur perdamaian. Lebih lanjut lagi, Knight 
menjelaskan bahwa tujuan utama dari peacebuilding adalah mencegah atau 
menyelesaikan konflik serta menciptakan situasi damai melalui transformasi 
kultur kekerasan menjadi kultur damai.   
 Strategi peace building juga memiliki tahapan-tahapan waktu yang 
meliputi short-term (2 bulan-2 tahun), mid-term (2 tahun-5tahun), long-term 
(5-10 tahun) serta mencakup berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial 
dan internasional. Peace building umumnya dilakukan oleh aktor domestik 
seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
namun tidak dipungkiri aktor eksternal seperti organisasi internasional, 
negara donor, dan international non-governmental organizations (INGO’s) 
memiliki peranan penting dalam memfasilitasi dan mendukung upaya peace 
building. 
Peace building dalam proses perdamaian meliputi tahap transisi, dan 
tahap konsolidasi. Peace building merupakan tahapan terberat dan akan 
memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan 
kultural. Pada tahap transisi, governance-based approach merupakan suatu 
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pendekatan yang dominan untuk digunakan. Pendekatan ini sangat 
menekankan penerapan model Grotian dan Kantian tentang pemulihan 
norma-norma liberal untuk memulihkan civil society. Model Grotian dan 
Kantian ini menempatkan institusi demokrasi dan pelaksanaan HAM sebagai 
prioritas utama. Kaum Grotian melandaskan diri pada konsep societas quasi 
politica et moralis yang diperkenalkan oleh Fransisco Suares (1548-1617). 
Konsep ini menganggap negara sebagai suatu entitas politik  semu dan semi-
Barbarian yang harus membuat suatu kontrak sosial berupa standar-standar 
normal yang akan mengatur hubungan antar negara. Masalah utama dari ide 
ini adalah keharusan untuk menyeragamkan doktrin dasar negara dan 
program perdamaian.  
Uniformitas ide perdamaian ini akan menemui batu sandungan, 
terutama ketika ide tersebut akan diaplikasikan untuk menangani masalah-
masalah kemanusiaan yang terjadi karena pecahnya konflik internal. Hal ini 
disebabkan oleh tiga faktor, (1) uniformitas perdamaian tidak memberikan 
kesempatan kepada komunitas lokal untuk mengembangkan sendiri alternatif-
alternatif penyelesaian konflik yang cocok untuk menyelesaikan perselisihan 
yang terjadi; (2) uniformitas perdamaian berusaha diadopsi secara langsung 
oleh negara-negara yang memiliki konteks struktur masyarakat yang berbeda; 
dan (3) gagasan normatif kaum liberal seringkali tidak mengindahkan 
pentingnya faktor power politics yang cenderung berperan negatif baik dalam 
proses demokratisasi maupun dalam stabilisasi proses perdamaian.  
Tahap kedua dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi. 
Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan kaum realis “si vis pacem, para 
bellum” (jika menginginkan perdamaian persiapkan mesin perang untuk 
dibuang jauh-jauh) digantikan dengan semboyan “Quo Desiderat Paceh, 
Praeparet pacem” (jika menginginkan perdamaian, persiapkan perdamaian). 
Tantangan peace building pasca perjanjian damai mencegah keterlibatan 
aktor pelaku konflik merupakan tugas politik yang harus dilakukan dan paling 
penting dilakukan oleh para pembangun perdamaian. Semboyan ini 
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mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus-menerus melakukan 
intervensi  perdamaian terhadap struktur sosial dengan tujuan 
yaitu  mencegah terulangnya kembali konflik yang melibatkan kekerasan 
bersenjata serta merekonstruksikan proses perdamaian yang dapat dijalankan 
sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. 
Dua tahap peace building tersebut dapat dicapai dengan merancang 
dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem 
peringatan dini (early warning system). Indikator tersebut harus terkait 
dengan variasi sumber konflik lokal. Sistem peringatan dini ini diharapkan 
dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor 
peacebuilding dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan 
bersenjata untuk mengelola konflik. Kedua, perlu dikembangkan beragam 
mekanisme peace building lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-
aktor non-militer di berbagai tingkat eskalasi konflik. Aktor-aktor peace 
building tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organization 
(NGOs), mediator internasional, atau institusi keagamaan.  
Tentang elemen yang terlibat dalam pelaksanaan peacebuilding, 
komunitas internasional menyadari bahwa asistensi terhadap para pihak 
bertikai tidak hanya sebatas dalam perjanjian negosiasi damai saja, namun 
juga dalam mendorong dan konsolidasi perdamaian. Sehingga dalam 
mengimplementasikan kesepahaman damai, setiap unsur yang terlibat konflik 
harus diwujudkan dalam beberapa bagian yang meliputi : melucuti dan 
demobilisasi para kombatan, reintegrasi para pelaku perang ke masyarakat, 
demiliterisasi kekuatan militer, restrukturisasi dan reformasi sektor 
keamanan, penegakan HAM, mengembalikan pengungsi, reformasi sistem 
peradilan, pelaksanaan pemilihan umum, serta promosi bidang ekonomi dan 
sosial. Kapasitas setiap pihak untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan 
yang sangat mendesak, memaksa institusi yang lemah dengan keterbatasan 
sumberdana dan keterpurukan ekonomi. Sebagai konsekuensinya setiap 
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bagian mengharapkan kehadiran komunitas internasional sebagai donatur dan 
asistensi sebagai bentuk dukungan politik. 
Dalam jangka panjang aktivitas peacebuilding terdiri atas dukungan 
dari bermacam-macam aktor eksternal: badan politik regional dan 
internasional, operasi panjaga perdamaian internasional, perwakilan menteri 
pertahanan dan kedutaan besar negara sahabat, donor bilateral dan 
multilateral, dan NGOs. Hal ini menggambarkan cakupan wilayah dari para 
donor dan asosiasi NGOs dalam mendukung kesepahaman damai. Untuk 
mendukung hal ini aktivitas para donor dikategorikan dalam tiga kategori, 
yaitu (1) membangun institusi politik, (2) konsolidasi sektor keamanan 
internal dan eksternal, dan (3) revitalisasi promosi bidang ekonomi dan 
sosial.  
Ketika semua segitiga perdamaian dapat berjalan dengan baik, maka 
sesungguhnya masih ada satu langkah terakhir yaitu peace settlement yaitu 
mengembangkan kerjasama di antara kedua belah pihak yang sebelumnya 
berkonflik. Pendekatan peace settlement juga merupakan upaya penyelesaian 
konflik secara damai dan terlembaga.     
Pada dasarnya setiap pendekatan yang ada dalam sebuah penyelesaian 
masalah, pasti menuai kritik dari beberapa pihak. Hal ini juga terjadi pada 
penerapan pendekatan peace keeping, peace making, peace building dan 
peace settlement. Beberapa kritik ini dikemukakan oleh Miall et al. dan 
Pattison.46  Miall et al. dalam artikelnya menyebutkan setidaknya terdapat 
enam kritikan yang diajukan untuk mempertanyakan efektifitas dari upaya-
upaya resolusi konflik di atas. Keenam kritik tersebut di antaranya: (1) perlu 
adanya deferensiasi dalam hal aplikasi dan agensi dalam peace building; (2) 
terdapat beberapa kemerosotan aspek yang berbeda akibat adanya konflik, (3) 
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adanya waktu yang sempit, bahwa misi yang dibawa cenderung memicu pada 
arena konflik; (4) mempertanyakan tujuan dari intervensi yang dilakukan; (5) 
adanya adopsi dari sistem barat terkait pengimplementasiannya dalam 
pembangunan perdamaian masih memiliki ketidakcocokan dengan 
kebudayaan atau local wisdom dari negara yang diintervensi; (6) 
berhubungan dengan adanya penggunaan millitary force dalam peace keeping 
yang pada dasarnya tidak mencerminkan perdamaian itu sendiri.47 Sedangkan 
tiga kritik yang disampaikan oleh Pattison di antaranya: (1) ineffective norm, 
yakni belum adanya norma yang melegalkan pengintervensi dalam 
menjalankan tugasnya; (2) who decides effectiveness, yakni adanya perbedaan 
penilaian terkait siapa pihak pengintervensi yang paling efektif; dan yang 
terakhir (3) fairness dan effectiveness, yakni terkait peringkat agen-agen yang 
paling efektif dalam menjalankan intervensi. Seluruh pendekatan ini 
melibatkan banyak aktor dengan tujuan agar penyelesaian permasalahan 
dapat segera di temukan dan mampu mencapai cara yang efisien dan efektif. 
Penerapan keempat pendekatan ini pernah diterapkan dalam penyelesaian 
konfik Afghanstan, meskipun di lain sisi masih terdapat beberapa kritik dari 
beberapa tokoh. Kritikan tersebut di antaranya adalah permasalahan 
mengenai efektifitas dan efisiensi serta bagaimana seorang aktor yang 
melakukan upaya peace keeping mampu mendapatkan legalitas dalam upaya 
intervensi yang dilakukan terhadap negara yang tengah berkonflik. 
 
B.Kajian Penelitian Terdahulu 
Studi dan kajian terkait konflik di Thailand Selatan telah dilakukan 
oleh sejumlah peneliti. Pertama, dilakukan Thanet Aphornasuvan, Nation-
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State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence 48 yang 
memfokuskan pada akar penyebab konflik dan kekerasan di Thailand Selatan. 
Kebijakan Kerajaan Thai/Siam membangun nasionalisme modern Thailand 
dalam bentuk nation-state dengan memaksakan identitas dan integrasi 
nasional yang mencakup bahasa, budaya dan nilai-nilai budaya Thai kepada 
Melayu Muslim telah menyebabkan benturan budaya dan menimbulkan 
resistensi yang sangat kuat dan pada gilirannya mengakibatkan kekerasan. 
Kedua, dilakukan oleh W.K. Che Man, Muslim Separatism: Moro of 
Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand. 49  Kajian ini 
membahas tentang permasalahan yang relative sama yang dihadapi oleh 
minoritas Muslim di Philipina Selatan dan Thailand Selatan. Keduanya 
adalah minoritas Muslim yang berada di kalangan mayoritas non-Muslim. 
Problem yang dihadapi keduanya adalah problem kelompok minoritas yang 
harus hidup berdampingan secara damai dengan non-Muslim dalam negara 
yang sama. Mereka berada dalam dilema bagaimana melakukan rekonsiliasi 
antara keyakinan Islam fundamental mereka dengan perlunya menjadi warga 
negara yang baik (full citizenship) di negara-negara yang didominasi oleh 
non-Muslim. 
Ketiga, dilakukan oleh Neil J. Melvin, Conflict in Southern Thailand: 
Islamism, Violence and the State in the Patani Insurgency.50  Studi ini lebih 
fokus pada eskalasi tingkat kekerasan sebagai dampak konflik di Thailand 
Selatan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. 
Melvin melihat eskalasi tersebut disebabkan oleh kesenjangan kepentingan 
                                                 
48
. Aphornasuvan, Thanet, “Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest 
and Violence,” dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. Understanding Conflict and 
Approaching Peace in Southern Thailand, Bangkok: KAS, 2006.  
49
. Che Man, W.K. Muslim Separatism: Moro of Southern Philippines and the Malays of 
Southern Thailand, Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990. 
  
50 . Melvin, Neil J., Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and the State in 
the Patani Insurgency, (Sweden: Stokholm International Peace Research Institute, 2007).  
 41 
politik, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan peran politik antara minoritas 
Muslim dan mayoritas non Muslim. Selain itu, ia juga melihat bahwa ada 
pengaruh gerakan jihad Islam yang bersifat transnasional dalam eskalasi 
konflik di Thailand Selatan. 
 Penelitian lainnya dilakukan oleh John Funston, Malaysia and 
Thailand’s Southern Conflict; Reconciling Security and Ethnicity, 51  yang 
lebih memfokuskan pada sikap dan pendekatan Malaysia dalam menjaga 
hubungannya dengan Thailand Selatan yang mengalami konflik. Mengingat 
kedua wilayah ini berbatasan secara geografis dan memiliki hubungan 
kultural dan keserumpunan. Selain itu, juga terdapat penelitian Chandra-nuj 
Mahakanjana dengan judul Decentralization, Local Government, and Socio-
Political Conflict in Southern Thailand, 52  yang melihat kebijakan 
desentralisasi dan pemberian peran pada pemerintah lokal sebagai angin segar 
dalam upaya penyelesaian konflik  
 Penelitian dan kajian sebagaimana dijelaskan di atas memiliki titik 
fokus yang berbeda-beda termasuk juga dengan fokus penelitian ini yang 
lebih melihat pada peran akademisi, professional dan LSM dalam upaya 
mencari solusi konflik bagi minoritas Muslim Thailand dalam berhadapan 
dengan pemerintah dan mayoritas di Thailand. Selain itu juga memfokuskan 
pada bagaimana mereka membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk 
agama, bahasa, dan klaim historis atas tanah serta menegosiasikan 
kepentingan politik di antara mereka.  
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